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Dana Aspirasi Percepat Pembangunan Daerah

JAKARTA - Usulan ada nya dana aspi rasi bag] "Uang sepenuhnya dikantong  Sudjatmiko.”Secarapribadisaya

setiap anggota DPR yang jumlahnya men-
.capai Rp 20 miliar diyakini bisa mempercepat
pembangunan daerah. Alokasianggaran
tersebut dianggap sebagaijalan cepatyang
bisa memotong jalur birokrasi yang selama ini

menjadi hambatan.

“Danadesadengan Rp20 triliun
itu baru maksimal Rp400 juta
per desa, nah makanya dengan
adanya tambahan seperti ini
(dana aspirasi) kitajuga harus
cepat, uangitu harus segeralari
ke desa. Sebab, danadipusatini
masih terlalu banyak, dana di
daerah-daerah masih terlaluse-
dikit. Iniadalah metode mobili-
tasanggaranyanglebihmasifke
daerah,” kata Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah di Gedung DPR,
Jakarta, kemarin. 2
LebihlanjutFahrimengung-
kapkan, Indonesia ini ada
17.000 pulau. Menurut dia, ter-
lalu panjang kalau memakai ja-
lur birokrasi perencanaan pem-
bangunan seperti selama ini.
"Jadi kita harus betul-betul
mengalirkanuangitukedaerah.
Jangan dicurigai seolah-olah
ada apa-apa, padahal ini ada
pengawasan dari BPK danseba-
gainya,”ujarnya.
Fahri mengungkapkan, dana
aspirasi itu sudah masuk UU
Nomor 17/2014 tentang MPR,
DPR,DPD,danDPRD(MD3). Se-
karang ini sedang dibicarakan
peraturan teknisnya di tingkat
Dewan, dan mekanisme koor-
dinasi dengan lembaga terkait,
termasuk dengan Kementerian
Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)dansebagainya.

Sub Bagian Humas

"Tentu pada tahapan imple-
mentasi, sekali lagi saya kata-
kan, iniadalah terobosan peren-
canaan sistem pembiayaan ne-
gara. Kemarin kita sudah me-
ngeluarkan UU Nomor 6/2014
tentang Desa. Iniadalah kritik
kepada musrembang (musya-
warah perencanaan pemba-
ngunan). Musyawarah desa, ke-
camatan, kabupaten, provinsi
sampaikepusat, tapitetaptidak
dianggap aspiratif karena bi-
rokratis. Nah, sekarang kita
ambiljalan yanglebih pintas, di
mana antara masyarakat yang
memilih, yang ptnya persoalan
dengan wakilnya itubisa lebih
interaktifdidalamperencanaan
pembiayaanbegitu,”ujarnya.

”Jangandicurigai
seolah-olah ada
apa-apa, padahal
iniada peng-
awasan dari BPK
dansebagainya.”

FAHRIHAMZAH
Wakil Ketua DPR

Menurut dia, dana aspirasi
ini untuk memotong jalur bi-
rokrasiyangpanjang. Menurut-
nyayangperluditekankandana
tersebut bukan ditangan DPR,
melainkan tetap di eksekutif.

eksekutif, kita hanya memban-
tu perencanaan supaya misal-
nya di kampung saya ada jem-
batan putus, saya bisa segera
advokasi. Ini juga sebetulnya
tren di banyak negara yang di-
anggap ada ketimpangan di da-
lamnya,” tuturnya. .
Wakil Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR Saan Mustopa me-
ngatakan, usulan dana aspirasi
untukpembangunan daerah pe-
milihan merupakan amanat UU
MD3bahwafungsianggotaDPR
adalahmemperjuangkanaspira-
sidari dapilnya. Dengan adanya
alokasi dana aspirasi itu, maka
nantinya setiap anggota DPR
dapat mengusulkan program
untukkemudianditindaklanjuti
pemerintah. "Jadi, dalam dana
tersebut, anggota DPR hanya
mengusulkan program dari
konstituen sehingga tidak me-
megang danacash,”kataSaan.
MenurutSaan, padaprinsip-
nyabahwaadaalokasianggaran
yangbisa diperjuangkan untuk
pembangunan atau program di

masing-masing dapil sesuai as--

pirasiyang diserap olehanggota
DPR. Soal besaran anggaran-
nya, kata dia, tidak harus Rp20
miliar per anggota Dewan. "Ttu
tergantungkesanggupanpeme-
rintah, tapiyangpentingapabila
itu disetujui adalah pengawas-
annya,” ujar Wakil Sekjen DPP
Partai Demokratini.

Sementaraitu, meskipunse-
cara umum mayoritas anggota
DPR setuju dan mendukung
adanyadanaaspirasi. Tetapiada
juga yang menganggap usulan
dana aspirasi sebagai hal yang
tidak tepat.

Salah satu anggota DPRR
yang tidak setuju dengan renca-
na tersebut adalah Budiman

menolak gagasan tersebut de-
ngan berbagai alasan yang me-
nurut saya dapat diterima de-
nganakal sehat,”kataBudiman.

Sementara itu, Ketua Panja
DanaAspirasi, Totok Daryanto,
mengakui bahwa program ini
mendapatkan tanggapan yang
cukup hangat di masyarakat.
Dia mengingatkan, yang ter-
penting adalah jangan sampai
anggota Dewan terjebak se-
akan-akan bahwa anggota De-
wanlah yang akan mendapat-
kan dana Rp20 miliar itu secara
langsung.

"Perlu ditegaskan bahwa
kita (anggota Dewan) hanya
mengusulkan program yang
menjadi usulan masyarakat.
Pengusulanini tentuada meka-
nismenya dan pagu anggaran-
nya,” kataTotokdalamrapat.



